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KECELAKAAN LALU LINTAS. ASURANSI
DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

(menurut U.U. No. 14 Tahun 1992 )

OLEH :

Sonny Baksono')

Penegekan hukum Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan
pelaksanaannya hingga saat ini, lebih kurang 5lahun sejak diundangkannya masih belum opti
mal dilaksanakan. Kenyataan ini terjadi karena belum adanya kesiapen menlal dan moral da
masyarakat dan aparat pelaksananye, disamping itu belumlah cukup memadai sarena dan
prasetena jalan serta prcses sosialisasinya di tengah-tengah masyarakel. Oleh karcna ilu,
hingga saat ini undeng-undeng Lalu Lintas dan Angkulan Jalan masih dibertekukan secara
bertahap yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakal.

l. Lstar Belakang

Pemberlakuan UULLAJ dan peraturan
pelaksanaannya memerlukan kesiapan menlal
dan moral, baik masyarakat maupun petugas. Hal
Inl terbukli d6ngan lertundanya pelaksanaan
UULIAI selama salu lahun, sehingga baru pada
tanggal 17 September 1993 mulai diberlakukan.
Dengan d6mikian terdspat ketentuan-ketentuan
yang tercanturir dalam UULLAJ diberlakukan
lecera berlahap sesual dengan perkembangan
mesyarakat,  sepert i  kewa. i iban as uran si
kendaraan, penggunaan sabuk keselamatan,
Yvalib ull kendaraan pribadi.

P€merlntah selaku pengmban amanat
pelaksana UULLA.I, telah berupaya semaksimal
munOkln unluk m€ngeluarkan berbagai
kobliaksanaan sebagaiupaya agar UU Nomor 14
Tahun 1992 tentang LLAJ dapat diaplikasikan di

5;;ffi;-o-." Pcmbin. rrtuttl Hrtu6 univc-ir.t w'j.yr
Xt|'urti S|trrbry.. DinlN. LLA,

lapangan secara nyala. Perangkat penoaluran
lersebul. antara lain :
1.  Peraiuran Pemerinlah No. 41 tahun 1993

tentang Angkutan Jalan:
2.  Peraturan Pemerintah No.42 tahun'1993

tenlang Pemeriksaan l(endaraan Bermolor di
Jalan.

3. Peraturan Pemerintah No. 43 lahun 1993
tenlang Prasarana dan Lah Lintas jalan

4. Peraturan Pemerinlah No. 44 lahun 1993
lentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi.

Dari keempat Peraturan Pemerintah lersebut,
hingga saat ini telah dikeluarkan 25 (dua puluh
lima) Kepulusan Meteri sebagai iindaklanlutnya.

Adapun dari UU No. 14 dan peraluran
pelaksanaannya yang berk a i ta n denoan
kecelakaan lalu lintag, asuransi dan angkutan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 sld 48
UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Linlas dan
Angkul3n, adalah :

K.cclold.rn Lalu Lintns. iswanti. d.tn lngkhn .lolntt j1 soNNf B.4l(soNo
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1. Peraturan Pemerintah No. 4l Tahun 1993
lentang Angkulan Jalan;

2. Peraturan Pemerinlah No. 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lahr Linlas Jalan;

3.  Kepulusan Menter i  Perhubungan No 68
Tahun 1993 tenlang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di Jalan Cengan Kendaraan
Umum.

4. Keputusan Menter i  Perhubungan No.68
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Angkulan Barang di Jalan.

5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 70
Tahun 1993 lentang Tar i t  Angkulan
Penumpang dan Barang di Jalan:

6. Keputusan Menleri Perhubungan No. 15
Tahun 1996 tentang Penyempurnaan
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.68
tahun 1993_tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan
Umum.

7. Keputusan Menter i  Perhubungan No.74
Tahun 1990 tentang Angkutan Peli Kemas di

Jalan.
8. Petunluk leknis lainnya scperti Kcputusan

Oirektur Jenderal Perhubungan Darat.
Namun demikian banyak pihak yang

berpendapat bahwa pelaksanaan UULLA.J hingga
saat ini belum optitnal. Realitas demikian daoat
didengar melalui benta. baik eleklronik mauoun
dalam mass media lain. Melihal fenomena yang
demikian pemerinlah menyadar i  bahwa
keberhasilan pelaksanaan UULLAJ tidak brsa
tercipta dengan mudah dan dibebankan kepada
pemerintah saia, mengingat banyak variabel
yang mempengaruhinya yakni kebijaksanaan di
bidang LLAJ. pelaksana, penegak hukum, sarana
dan prasarana talan, partisipasi masyarakal, dan
proses sosial isasi  UULLAJ di  iengah-tengah
masyarakal.

l l .  Ketontuan Kecelakaan Lalu Lintas dan
Asuransi

A. Kecelakaan la lu l intas (Ps. 2z-31UULLAJ)
(Ps 93-94 PP.43)

Kecelakaan lalu lanlas
merupakan peristiwa da ialan
yang tidak dapat disangka-
sangka dan tidak disengaia
melibatkan kendaraan dengan
alau tanpa pemakai ialan lain,
menAakibatkan korban
manusia alau kerugian harta
benda

Terdapat beberapa
pelaku yang m€mpunyai
kewaliban dan langgung iawab
lika terjadi kecelakaan, yakni :
'1. Kewaiiban dan Tanggung

Jawab Pengemudi
Pengemudi yaitu orang

yang mengemudi kendaraan
atau orang yang langsung

soNNt' I:t x.foN( )

Tabel 1.

URAIAN crRt-ctRl
PELAYANAN PERSYARATAN

Trryll AKAP/
lllrLa BaLr
NaCrra

Jad\ral lelap
Palayanan capal

Pralaran, ialen

Terdapal nama DciFghaen
dan nofib. urul landeraan

Jenis trayok yang dileyani
.nelolal ped. badrn yang b€r.
lulirkan'ANTAR KOTA ANTAR
PROPINST ATAU I-INTAS
AAIAS NEGARA'
Jat dii dan lolal ob.l

2. Toyrk AKDP Jedwel lcla9
Palayanan cepat/lambat

Selu.ang-&urangnya
tarntn€l tpo B
Prasarane lalan

Te.dapal narr|r larusehaan
dan norno. u.t l landararn

Jenls kayek yeng dilaya^i
n'€let.l Oada badrn yenq bcr-
IUNsTan .ANTAR KOIA dALAM
PROPINS|.
Jan did drn kotal obal

3. T6yal Pad€!5an Jadwal Glap4'dal

l\lottl bus umu.r/MPLj
Selt rano-tu.arigdyt
lsrminal lypc C

ladi|0et nama p€rulahaan
ctan norno. urul laida.een

Joni! kayet yrho rttryeni
rn€lekel pada bedan ying b€r
tulislan 'ANGKUTAN
PEDESMN'
J.n dari dan lolal obal

Kccetalaon l.ahr l-intas 
^!t 

dw.la ,,l,t una .,.tlon 
2t
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mongawasi orang lain mengemudikan kendaraan
seperti instruktur pada sekolah mengemudi yang
berada di samping calon pengemudi pada waktu
praktek pengemudi kendaraan bermotor dijalan
Apabi la ter jadi  kecelakaan, kewaj iban dan
tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh
pengemudi sebagai berikut :
a) Menghent ikan kendaraan dan menolong

korban kecelakaan.
Menolong korban yang memerlukan
oerawatan harus diutamakan, namun
demikian kewaiiban ini dapat ditinggalkan bila
keadaan memaksa, dapat membahayakan
keselamatan atau liwa pengemudi kendaraan
bermotor, jika menghentikan kendaraannya.

b) Merupakan kecelakaan kepada Kepolisian.
Melapor kepada Kepolisian tersebut dalam
keadaan bagaimanapun tetap diwaiibkan dan
tidak dapat ditinggalkan.

c) Pengemudi bertanggung iawab atas kerugian
yang diderita oleh penumpang dan/atau
pemilik barang atau pihak ke liga, yang timbul
karena kelalaian atau kesalahan pengemudi
dalam
mengemudikan
kendaraan.
Apabi la
kecelakaan
tersebut
mel ibalkan
kendaraan.
Apabi la
k€celakaan
tersebut melibatkan l€bih dari satu orang
pengemudi maka tanggung ja$rab terhadap
kerugian materi yang ditimbulkan ditanggung
secara b€Bama sama.
Tanggung |awab pengemudi t idak waj ib
dipenuhi, jika :
1)  Adanya per ist iwa yang t idak dapat

dielakkan atau di  luar kemampuan

pengemudi untuk mengelakkan terjadinya
kecelakaan.

2) Disebabkan perilaku korban sendiri atau
pihak kotiga.

3) Disababkan gerakan orang dan/atau
hewan walaupun lelah diambil tindakan
pencegahan.

d) Pengemudi bortanggung-jawab terhadap
kerusakan jalan dan iembatan atau fasilitas
lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan
itu yang diakibatkan oleh kendaran bermotor
yang dioperasikannya, namun apabi la
kecelakaan tersebut ter jadi  d j  luar
kemampuan, maka tanggung jawab tersebut
tidak dibebankan.

e) Apabila korban meningggal, pengemudi wajib
memberi bantuan keoada ahli waris korban
berupa biaya pengobatan dan/atau biaya
pemakaman.

0 Apabila korban cidera badan atau kesehatan,
bantuan yang diberikan kepada korban berupa
biaya pengobatan. Bantuan tersebut atas
dasar kemanusiaan, di luar hak korban yang

di l indungi  o leh
peraruran

Perundang-
undangan yang
berlaku seperti
Asuransi
Kesehatan.

2.  Kewai iban
dan Tanggung

dan Pengusaha

Tabel 2.

Jawab Pemilik Kendaraan
Angkutan Umum.

a) Bertanggung-jawab lerhadap kerusakan jalan

dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang
merupakan bagian dar i  ja lan i tu yang di-
akibatkan ol6h kendarannya, kecuali j ika

kecelakaan tersebut terjadi karena kendaraan
menabrak yang tidak dapat dielakkan atau di

Kccelol{onn Lafu Lintas. A suransi. doh Angkkta't lalntt 
29
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TRAYEK
UTAMA

TRAYEK
CABANG

TRAYEK
RANTING

TRAYEK
LAI.IGS{J.G

Jsdwallolap

ulame/!l.,no{€(}
dukuno
Oenoa-n mobil

Jadwall€Lp
Kawaaen p6nd.|-
kungy'pcrukiman
Dcrlsn mobil
bU3
Pelayanan terua-

J.dwd tdek l.l.p

D6m!kiman
ltobil b$/MPU
Pdeyenan l€ru3-
lr€narue

Ja<trral lelap

p€.durung/
Dengan rnobl
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URAIAN ctRl-ctRl
PELAYANAN

PERSYARATAN

1. T a k s i r Tidak berjalan.
. Mobil penumpang bar-

argomeler
. Dari pintu ke pintu, wilayah

operasi terbatas.

. Tanda Taksi dan tulisan AC
dan nomor urul kendaraan.

. Logo dan nama porusahaan,

. Lampu bahava dan iati diri.

. Radio komuriikasi d6n kotak
obat.

. Biaya awal/tambahan.

. Nomor urut laksidan daftar tarif
I Oapat dipasang reklam€.

2.  Sewa r Tidak beriadwal.
: Mobil periumpang dengan

tanda khusus.
. Dari pintu ke pintu, wilayah

oDerasi tak terbatas.
. P€nyewaan tdak/dengan

pengemuor.

. Dengan tanda nomor
kendaraan sewa.

. Jati diri p€ngemudi, bila
dengan p6ngemudi.

3.  Par iwisala . Khusus wisatawan.
. Ke atau dari da€rah wisata.
. Dengan mobil bus.
. Tidak waiib ke terminal.

Tulisan "PARIWISATA"
permanen pada kaca depan.
Logo perusahaan, nama dan
nomor urut kendaraan.
Tulisan "BUS PARIWISATA"

Tabel 3.

luar kemamouan.
b) Apabi la korban meningggal,  pemil ik

kendaraan atau pengusaha angkutan umum
waiib memberi bantuan kepada ahli waris
korban berupa biaya pengobatan dan/atau
biaya pemakaman.

c) Apabila korban cidera badan atau kesehatan,
bantuan yang diberikan kepada korban berupa
biaya pengobatan. Bantuan tersebut atas
desar kemanusiaan, di luar hak korban yang
di l indungi oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku seperti Asuransi
Kesehatan.

Korban kecelakaan dapal berupa korban
mati, korban luka berat, korban luka ringan dan
k€rugian harta benda. Korban dikatakan matijika
korb€n m€ninggal sebelum 30 haridari terjadinya
kecelakaan, dan dikatakan luka berat jika terjadi

cacad tetap
atau anggola
badan hilang
t idak dapat
sembuh
l(€mbal i
selama-
lamanya atau
harus dirawat
dalam jangka
waktu lebih
30 hari sejak
ter iadinya
kecelakaan.
Selain korban
mati dan luka
berat
sebagaimana
da atas di-
klasifikasikan
sebagai luka

nngan-

3. Kewaiiban dan Tanggung Jawab Pemerintah
Apabila teriadi kecelakaan, keterangan

kejadian kecelakaan dicatat oleh Kepotisian,
meliDuti :
1. Lokasi dan waktu;
2. ldentiias dan kondisi pelaku/korban kecelakaan:
3. ldentitas dan kondisi kendaraan yang terlibat:
4. Kondisi jalan iempat keiadian kecelakaan;
5. Risalah kejadian kecelakaan.
Kecelakaan yang meng-akibatkan korban jiwa
dl t inda k- laniul i  dengan penel i t ian yang
dilaksanakan selambatlambatnya 3 (tiga) hari
setelah lerjadinya kecelakaan, oleh :
1 . Kepolisian:
2.  Instansi  yang bertanggung- jawab bidang

pembinaan LLAJ, yakni Ditien HUbdaVDLLAJ;

XeceldLadn Lalu Lintos, Asunnli. dan Angkrton Jalan 30 SONNY BAKSONO
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3. Instansi  yang
ber langgung-
iawab bidang
p€mbinaan

Jalan, yaknl
Dit jen Bina
Marga.

P e ne l i l  ia n
dimaksudkan agar
dapat mongotahui
sebab-sebab
t € r !  a d in Y e
kocelakaan melalui
hasi l  ponel l t ian,
guna kepentingan
p€ncegahan
ter iadinya
k€celakaan dengan
sebab yang sama di
kemudian hari.

Menter i
yang bertani?gung-

Tabel 4.

.lawab di bidang LLAJ setelah berkoordinasi
dengan Kapolri dan Menteri yang bertanggung

iawab bidang p€mbinaan jalan akan mengatur
Sistem Informasi Kecelakaan yang ber is i
peneiapan bentuk dan tata cara pengisian formulir
kecelakaan dan pembuatan laporan kecelakaan
lalu lintas.

B. Asuransl Kecelakaan (Ps.32-33 UULLAJ)

1. Asuransi k€ndaraan dan pihak ketiga
Setiap kendaraan angkutan umum wajib

diasuransikan terhsdap kendaraan itu sendiri
maupun terhadap kerugi an yang diderita pihak
ketlga s€bagai akibat pengoperasian kendaraan
Hel in i  d imaksudkan untuk memberikan
perlindungan bagi masyarakat yang menderita
kerugian akibat dari kelalalan pengemudi delam

mengemudikan kendaraan bermotor.
Ketentuan dalam UULLAJ hanya

mengatur mengenai kerugian harta benda yang
diderita oleh pihak ketiga, sedangkan kerugian
yang menyangkut jiwa atau kesehatan orang
diatur dalam UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana
Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas.

Kewaj iban asi l ran si  tersebut akan
diberlakukan secara bortahap sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan diatur lebih laniul
dengan Peraturan Pemerintah yang hingga saal
ini belum dilerbitkan.

2. Asuransi Awak Kendaraan
Pengusaha angkutan umum waj ib

mengasuransikan orang yang dipekeriakannya
sebagai awak kendaraan terhadap regiko
terjadinya kecelakaan. Awak kendaraan teGebut

Kacalah^M Lnti Li lat, Aturansi. dan Angk lan Jalnn 3l SONNY D,IKSONO

JENIS PERSYARATAN clRt-clRl
PELAYANAN

TATA CARA
PENGANGKUTAN

umum Nana p€n 8ah$n
pade bsdan
Jali dlri p€ngEmudl

Praaarana ltlan !t3u5i
T66.die llmprl bonglc.
mu6t
Oll8yani dono€n moul
Daran0

. M€naikkarvmonuaunkan ba€no tidal
IongOanOOU KMTIBCAR Leliri

. u|lurop oangan oafi

5!Mn
bar-
b!hayt

Plek6l Lnda lilt|.ua.
Nrme oarulahaan.
J6d dld pang€rrluitl
Kotak obrualrt pa|llt
ParL.El(lpan Ldln

Pr.lar.na ialm !!$ial
Ta.Ldh lrmpal bonoklr
null
DiLyanl dar|06n moDll
btfirC aalud unlutnya.

Msnalkkaddtnurunkgn bar5ng
(|6ngan aman.
Harur diawaal laorong b€*ualililsri
Tadkal dengan b6nar

Bar!ng
Ihusur

N*na oairagha&
oadr Mn.
Jsti dkl pcnoFi'ird.

Prarlrana lalan
Itludt,
Ta6adla lamptt bongktr
mud
Ollayani den€6n mobil
b€rsno s63uai unlulnye
Pcleyenan cop6vlamb€t

Pe6iaokan alat bonolf 
'|n 

rt.
Pada tsmFt yang ditotirpkao
Oiilal d€ngan baik

P.t i
kemeB

Nama porusahaan
pada badan
Jali diri p€ng€mudr

llhlaluijanngan lint ! p€ti

Ters€dia toflrpal bongfar

Odayani den{an hrclcY-
tr.rddan ka|lta lgnrpolan
P6la)€nan l6mbat.

. Menggunakan lorklitucrane

. Pad6 lempal yang dit€ntukan

. l{ame Perusehean . Prasarano iaha . Oiperciapken fo.idri
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meliput i  pengemudi dan kondektur untuk
kendaraan umum angkutan penumpang,
pengemudl dan pembantunya untuk kendaraan
umum angkutan barang.

K€waliban mengasuransikan orang yang

Tabel 5.

dlpeker jakan sebagai awak kendaraan
dlmaksudkan karene dalam pengoperasian
kendaraan dihadapkan pada resiko yang tinggi
bagi dirinya maupun orang lain.

lll. Ketentuan-ketentuan Angkutan Jalan
A. Angkutan Or.ng dengan Kendaraan Umum

(Ps. 36-38 UULLAJ)
(Ps. 2-21 PP. 41)
(KM. No. 68 Th. 93)
(KM. No. 15 Th. 96)

Terdapat 2 (dua) jenis alat angkut yang
dapat digunakan untuk angkutan orang yakni
Mobi l  Bus dan Mobi l  Penumpang, meskipun
dalam keadaan tertentu dapat menggunakan
mobil barang yang telah memenuhi persyaratian

seoagat-
mana
ketentuan
yang
berlaku.
Pengangkut-
an orang
dengan
kendaraan
umum dapat
di layani
dengan :
r  Tray6k

tetap dan
teratur,
r  Tidak

dalam
trayek.

1.  Trryek
tetap dan
teratur
Pengangkut-
an orang

dalam trayek tetap dan teratur tersebut dilakukan
dalam Jaringan Trayek, terdiri dari trayek Antar
Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam
Propinsi (AKDP), trayek Kota, trayek Pedosaan
dan trayek Lintas Batas Negara, dengan ciri-ciri-
ciri dan persyaratan seperti yang terlihat pada
tab€l 1 .

Sedangkan trayek Kola terdiri dari Trayek
Ulama, Cabang, Rant ing dan Langsung,
mempunyai ciri-ciri sebagaimana dip€rlihatkan
dalam tabel 2. Persyaratan trayek Kota sama

Keceldhaan htlu Lintas, Asuronsi, dan AngkutnnJnlM 32 SONNYBAKSONO

JENIS URUSAN DEPHUB PEMDA TK, I PEMDA TK. I I

1. Penotapan jaringan
trayouwilayah
oDera8l

Penetapan
iarlngan tray€k
AKAP
Pen6tapan Wil.
operasitaksi
yang melebihi
batas propinsi.
Pen6tapan
iaringan lintas

. Ponetapan
jaringan trayek
AKOP

. Penetapan wil.
operasi taksi
yang wilayahnya
molebihi wllayah
kodya dan tldek
molebihi batat
wllayah proplnll

. Penetapan
wilayah operasi
taksi yg wilayah
operasi berada
dalam wilayah
kodya

2. Pembarian i,in
hayok op€rasi

Psmb6rian |jin
trayek AKAP
Pemberian iiin
operagi angkutan
pariwisata, sewa,
dan taksi yang
wilayah operasi-
nva mslebihi
b6tas propinsi.

. Psmberian i.iln
|fayek AKDP

. Pemb€rian ijin
op€rasi angkuten
pariwisata, sewa,
dan taksi yang
wilayah op€rasi-
nya melsbihi
wilayah betas
lGdya dsn tidak
msbbihl betag
wllayah propinsi.

. Pemberian i j in
trayek angkutan
peoesaan.

. Pemberian ijin
operasi taksi.

3. Pembsrlan ijin Pemberian iiin usaha
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Seportitrayek lainnya, kecuali nama rulisan badan
BUS KOTA uniuk Mobil Bus dan "ANGKUTAN
KOTA' untuk MPU s€rta d i f r ' : ' r . 'o lehkennya
mgmasang reklam€.
Pengemudi dalam pelayanan trayek tetap dan
teratur waiib meng-gunakan seragam bs.id€ntitas
s€rla m€makai kartu pengenal pegawai

2. Tldak dalam trayek
Pengangkutan oran0 lidak dalam trayek

dilakukan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi
yang ditetapkan oleh yang berwenang sesuai
dengan ketentuan. Pengangkutan orang dapat
berupa pengangkutan dengan menggunakan
taksi, dengan c€ra se!\ra dan koperllran pariwisata.

Masing-masing Pel. ,Ya n an Peng-
angkutan dengan dengan menggunakan taksi,
cara sewa dan keperluan pariwisata tersebut
m€miliki ciri-ciri pelayanan dan persyaratan
sebagaimana tercantum dalam tabel 3.

B. Angkutan Barang dengan Kendaraan
Bermotor (Ps.39-40UULLAJ)

(Ps. 13-17 PP. 41 )
(KM. 69 Th. 1993)

Pengangkutan barang pada dasarnya
dilakukan dengan menggunakan mobil barang
yang terdlri dari :
r barang umum,
. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas

dan alal berat.
Yang termasuk bahan b',,rbalraya, yaitu

mudah meledak, gas atau pend'rr:ji:'?'r lertentu,
cairan mudah nyala,  padat mudah nyala,
oksidator, peroksida organik, racun, bahan ,ang
mudah menular, radio aktif, ko'osif dan b'atlan
berbahaya lainnya. Sedangkan yang termasuk
barang khusus meliputi ; barang curah, barang
cair ,  barang yang menggunakan fasi l i tas

pendinginan, tumbuhlumbuhan dan hewan hidup
serla barang khusus lainnya.

Dengan persyaratan tertentu angkutan
pengangkutan barang dapal menggunakan
sep€da motor, mobil penumpang, dan mobil bus
dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut
tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

Persyaratan, ciri-ciri pelayanan dan tata
cara pengangkutan, secara detai l  dapat
diperhatikan pada tabel 4.

C. Tarlf (Ps.42 UULLAJ)
(Ps 43-50 PP 41 Th.93)
(KM 70 Th 1993)

Tarif dibedakan atas tarif untuk angkutan
orang dan angkutan barang, tarif angkutan orang
terdiri tarif angkutan dalam trayek, tetap dan
teratur serta angkutan tidak dalam trayek.

1. Tarif angkutan orang
Golongan tarif angkutan penumpang

dalam lrayek tetap dan teratur terdiri dari kelas
ekonomi dan non-ekonomi.

Pemerintah hanya mengendalikan tarif
ekonomi, baik untuk tarif dasar maupun untuk tarif
jarak, sesuai dengan kewenangan yang telah
diatur dalam Keputusan menteri Perhubungan.

2. Tarif angkutan barang
Tarrf  ang(. . r tan barang d i tentu kan

berdasarkan kesepakJlan antara pengguna iasa
dan penyedia jasa angkutan.

D. Perijinan/Kewsnangan

Kewenangan pelaksanaan urusan dalam
bidang angkutan jalan antara daerah dan pusat,
dapat digambarkan seperti yang terlihat dalam
tabel 5.
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lV. Penutup

Demikian socara r ingkas telah
diJambarkan apa yang termuat di dalam Pasel
27 sampai d€ng6n Pasal 48 UU No. 14 Tahun
1992 tenteng Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

m€ngenei Kecelakaan Lalu Lintas, Asuransi, dan
Angkutan di  ja lan s€rta berbagai upaya
pemorintah khususnya, Direktorat Jenderal per-
hubungan darat selaku Departemen Teknis yang
bertanggung-jawab di bidang LLAJ datam
menerapkan UULLAJ.
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